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 Kata Kunci : Pendapat hakim, isbat nikah dan tenggang waktu. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya tenggang waktu/pembatasan 

usia perkawinan yang boleh diisbatkan pada pengadilan Agama Barabai. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama 

Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan 

pengajuan isbat nikah serta dasar hukum dari pendapat tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu 

dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan 

penelitian ini merupakan penelitian pendapat Hakim, yaitu peneliti berusaha untuk 

menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara. 

Pada hasil penelitian ditemukan data bahwa pada Pengadilan Agama 

Barabai terdapat tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah yaitu 10 tahun. 

Sementara pada Pengadilan Agama Banjarbaru tidak terdapat tenggang waktu 

kebolehan pengajuan isbat nikah.  

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-

temuan:Pertama: Pada Pengadilan Agama Barabai terdapat pembatasan yakni 

hanya perkawinan yang telah berusia 10 tahun yang bisa diisbatkan dan 

pembatasan isbat nikah tersebut tidak sesuai dengan pasal 7ayat(3) huruf e 

Kompilasi Hukum Islam dan melanggar pasal 10 ayat (1)  Undang-undang Nomor 

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pada Pengadilan 

Agama Banjarbaru mereka tidak memberikan batasan dan hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang. Kedua: Dasar hukum dari pendapat Hakim 

tersebut yaitu pada Pengadilan Agama Barabai Dalam menetapkan batasan usia 

pernikahan yang boleh diisbatkan pada permohonan isbat nikah didasarkan dari 

hasil rapat intren bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan yang boleh 

diisbatkan sebagai peringatanbagi masyarakat akan pentingnya pencatatan 

pernikahan dan agar masyarakat lebih tertib hukum. Sedangkan dasar hukum pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat(3) 

huruf e. Sehingga selama sesuai dengan pasal tersebut maka permohonan isbat 

nikah akan diterima. 

 


